
 

 

  

WALIKOTA PADANG PANJANG 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

 
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 

NOMOR 19 TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG 
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II, perlu merubah atas 

Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 
2016; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Padang Panjang tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan 
Daerah. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
962); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4355); 
 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 
 

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 

2016 Nomor 9 Seri D.1);  
 

8. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 47 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah 

(Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 
47 Seri D.19). 

 

  MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 47 
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH. 
 

  Pasal 1 
 

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Walikota Padang 
Panjang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Badan Pengelola Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota 
Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 47 Seri D.19), diubah 
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut : 

   
Pasal 13 

 
(1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas 

menyelenggarakan program penyusunan anggaran 

meliputi dokumen rancangan anggaran pendapatan dan 
belanja daerah, rancangan perubahan anggaran 

pendapatan dan belanja daerah. 
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai 
fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang 
Anggaran;   

b. pengelolaan urusan sistem penyusunan anggaran; 

dan  
c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
 

(3) Uraian tugas Sub Bidang Penyusunan Anggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 

bahan koordinasi yang berhubungan dengan 

penyusunan anggaran; 
b. merencanakan kegiatan dan anggaran berbasis 

kinerja berdasarkan tugas dan fungsi Sub Bidang 
Penyusunan Anggaran berpedoman kepada rencana 
strategis BPKD; 

c. melakukan pengkajian terhadap seluruh perundang-
undangan di Bidang Penyusunan Anggaran; 

d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan 

dengan penyusunan APBD serta menyiapkan bahan 
petunjuk pemecahan masalah; 

e. melakukan koordinasi dengan bidang-bidang 
dilingkungan BPKD dan SKPD terkait dengan tugas 
dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksaan 

tugas; 
f. menyiapkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 
dan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon 
Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan;  

g. menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) berdasarkan sistem anggaran 
berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
h. mengajukan dan menyiapkan penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 
i. menyiapkan petunjuk teknis atau regulasi 

perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD); 

j. melaksanakan kegiatan penyuluhan, sosialisasi 

dalam rangka Penyusunan Anggaran; 
k. melaksanakan sistem pengendalian intern 

pemerintah dan standar operasional prosedur untuk 

efektifitas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan 
sesuai bidang tugas; 

l. membuat laporan kegiatan sebagai 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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  Pasal   II 

 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang. 
 

Ditetapkan di Padang Panjang 
pada tanggal   4 Juni 2018 

 

 
 

 

 
 

 
 
Diundangkan di Padang Panjang 

pada tanggal      4 Juni 2018 
 
Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 
dto 

 
INDRA GUSNADY 

 

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018 NOMOR 19      
 

 

Pjs. WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

dto 

 
IRWAN 




